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PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN 
ANGGARAN PENELITIAN



Anggaran penelitian agar 
dapat dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan 
secara tertib, efisien,
transparan, dan akuntabel, 
perlu menetapkan tata cara
pembayaran dan 
pertanggungjawaban 
anggaran penelitian atas 
beban Anggaran 
Pendapatan dan
Belanja Negara 

KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara 
dikelola secara tertib, 
taat pada peraturan
perundang-
undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, 
transparan, dan
bertanggung jawab
dengan
memperhatikan rasa 
keadilan dan
kepatutan



¬

LATAR BELAKANG

- Kemenkeu dan KemenRistekdikti menyusun
regulasi yang mengatur rinci bagaimana
pengelolaan, pelaporan, rincian komponen SBK 
dan pertanggungjawaban penggunaan.

- Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan, dan
Bappenas menyusun penandaan anggaran
(budget tagging) penelitian yang terstandar untuk
diberlakukan pada semua pemangku kepentingan
yang melakukan tugas dan fungsi penelitian dan
pengembangan

- Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan dan
Bappenas agar menyusun aturan yang 
menjelaskan definisi anggaran penelitian, 
pengaturan komponen belanja anggaran
penelitian, sumber dana penelitian, pengelolaan
dana penelitian, dan pengawasan dana penelitian



¬

LHP BPK atas pemeriksaan LKKL 
Kemenristekdikti Nomor
112C/HP/XVI/05/2019 tentang
Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Kepatuhan Terhadap Peraturan
PerundangUndangan, 
merekomendasikan agar Menteri
Ristekdikti berkoordinasi dengan
Kemenkeu untuk melakukan
harmonisasi kebijakan
pertanggungjawaban keuangan terkait
penelitian

LATAR BELAKANG



Pedoman Pembentukan Komite/Reviewer dan 
tatacara penilaian disusun oleh Menristek/BRIN

Penyelenggaraan IPTEK 

dilakukan melalui Penelitian

REGULASI TENTANG PENELITIAN
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Tatacara Penelitian disusun oleh Menristek/BRIN  
sebagai koordinator Penelitian

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran penelitian
berbasis Output disusun oleh Dirjen Perbendaharaan

UU NO 11 TAHUN 2019
Penyelenggaraan IPTEK 
dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Pusat melalui :
a. Pendidikan
b. Penelitian
c. Pengembangan
d. Pengkajian dan
e. Penerapan.

Koordinator Penelitian  
dilaksanakan oleh BRIN

PERPRES 74 TAHUN 2019

Untuk menjalankan Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian, 

dan Penerapan, serta Invensi 

dan Inovasi yang terintegrasi 

dibentuk BADAN RISET DAN 

INOVASI NASIONAL.

Pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan
dengan kontrak Penelitian

PERPRES 16 TAHUN 2018

Pembayaran Pelaksanaan Penelitian 

dapat dilaksanakan secara Bertahap atau 

sekaligus dengan kontrak penelitian yang 

dilakukan berdasarkan produk keluaran 

sesuai ketentuan dalam komtrak 

penelitian

Produk Keluaran Penelitian disusun 
berdasarkan Standar Biaya Keluaran

PMK no 127/PMK.02/2019

Dalam pelaksanaan anggaran, besaran

penggunaan satuan biaya untuk sub

keluaran (sub output) Penelitian didasarkan 

pada hasil penilaian komite penilaian dan/

atau reviewer. Pedoman pembentukan

komite penilaian dan/atau reviewer

ditetapkan oleh Menristek/BRIN

Permenristekdikti no 20 tahun 2018
Mengatur tentang :
a. Penyelenggara Penelitian
b. Pelaksana Penelitian
c. Jenis Penelitian
d. Penetapan penelitian (Kompetisi

atau Penugasan)
e. Penilaian Penelitian (proposal atau

output) oleh Komite
Penilaian/reviewer.

Permenristekdikti no 27 tahun 2019 jo
no 69 tahun 2016
Mengatur tentang :
a. Penetapan Komite/Reviewer oleh

penyelenggara penelitian
b. Tugas dan tanggungjawab 

komite/reviewer
c. Tatacara pelaksanaan penilaian 

penelitian

Perdirjen no. 7/PB/2019 jo Perdirjen no 15/PB/2017
Mengatur tentang Pelaksanaan Penelitian
a. PengalokasianAnggaran
b. Penyelesaian Tagihan Negara
c. Pembuatan Komitmen
d. Pengajuan Tagihan
e. Monitoring Dan Evaluasi
f. PerlakuanAkuntansi
g. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

PMK no.

203/PMK.05/

2020

1 2 3

5 6 7
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA

NOMOR203/PMK.05/2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENELITIAN

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA 



Untuk mengatur governance 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban

anggaran penelitian

Simplifikasi pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran penelitian yang

semula berbasis proses/input menjadi

berbasis keluaran/output

Rekomendasi KPK/BPK

Pengecualian atas

Pelaksanaan PMK 190/PMK.05/2012

tentang Tatacara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan APBN

URGENSI



SISTEMATIKA PMK
Ketentuan Umum

“Penjelasan Istilah Dalam

Peraturan”

Ruang Lingkup

Batasan dan ruang lingkup 

Pengaturan, yaitu bersumber dana 

APBN dan disusun berdasarkan

SBK SKP

Penyelenggaraan Penelitian 

“Penjelasan ttg Subjek yang terlibat dalam 

Penyelenggaraan Penelitian. dan Tugas 

Kewenangan KPA, Proses Pemilihan 

Pelaksana Penelitian s.d Kontrak Penelitian

Pengajuan Tagihan dan
Pembayaran

“Mengatur proses pembayaran tagihan yg  

dilakukan secara Sekaligus/Beratahap s.d

terbitnya SPM dan SP2D

BAB

I

BAB

II

BAB

III

BAB

IV

BAB

V

Serah Terima Hasil Penelitian

“Mengatur Tg jawab & Penlilaian oleh 
Komite Penilaia/ Reviewer Keluaran s.d 

proses serah terima hasil penelitian

BAB

VI

BAB

VII

BAB

VIII

BAB

IX

BAB

X

Akuntansi dan Pelaporan

“Pencatatan hasil penelitian

dalam aset”

Monitoring dan Evaluasi

“Kewenangan BUN dan KL 

untuk melakukan monev atas 

pelaksanaan anggaran belanja”

Pengendalian Internal

Tugas KL dalam pengendalian internal

pelaksanaan anggaran penelitian

Ketentuan Lain-Lain

“Penjelasan terkait ketentuan perpajakan 

& Penyerahan tatacara penelitian kpd 

Menteri ristek/BRIN

Penutup

“Mengatur pencabutan aturan terdahulu 

dan tmt berlakunya PMK Penelitian

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 203/PMK.05/2020

Tata Cara Pembayaran Dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian 

Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara
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PELAKSANA PENELITIAN

KONTRAK PENELITIAN

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

Ruang Lingkup Penelitian

Sumber Dana Penelitian

Nilai Kontrak Penelitian

Nilai dan Tahapan

Pembayaran

Hak dan Kewajiban Para 

Pihak

Serah Terima Hasil

Penelitian

Kesanggupan

Penyusunan Laporan

Penelitian

Sanksi
Jangka Waktu

Penyelesaian Penelitian



PEMBAYARAN TAGIHAN

Pembayaran Kontrak Penelitian

dilaksanakan secara:

1. sekaligus sebelum pelaksanaan penelitian;

atau

2. bertahap;

sebagaimana diatur dalam kontrak

penelitian

A. Pembayaran secara sekaligus, dapat

dilaksankan terhadap penelitian dengan

nilai kontrak sampai dengan Rp100 juta

B. Pembayaran bertahap dilaksanakan

terhadap penelitian dengan nilai kontrak di

atas Rp.100 juta

Tagihan dan Pembayaran

1
0



Surat keputusan KPA 

mengenai penetapan 

Pelaksana Penelitian 

Kontrak Penelitian

Kuitansi

Berita Acara 

Pembayaran

Pernyataan

Kesanggupan

Pelaksanaan

Penelitian

Pembayaran secara Sekaligus

Pembayaran secara Sekaligus, Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri

dengan dokumen pendukung berupa :

Surat 

Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja (SPTB)



Surat keputusan KPA 

mengenai penetapan 

Pelaksana Penelitian 

Kontrak Penelitian

Kuitansi

Berita Acara 

Pembayaran

Pernyataan

Kesanggupan

Pelaksanaan

Penelitian

Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran tahap pertama, Pelaksana Penelitian

mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

Surat 

Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja (SPTB)



Surat keputusan KPA 

mengenai penetapan 

Pelaksana Penelitian 

Kontrak Penelitian

Kuitansi

Berita Acara 

Pembayaran

Pernyataan

Kesanggupan

Pelaksanaan

Penelitian

Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran tahap kedua dst, Pelaksana Penelitian

mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

Surat 

Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja (SPTB)



Surat keputusan KPA 

mengenai penetapan 

Pelaksana Penelitian 

Kontrak Penelitian

Kuitansi

Berita Acara 

Pembayaran

Pernyataan

Kesanggupan

Pelaksanaan

Penelitian

Pembayaran secara Sekaligus

Pembayaran secara Sekaligus, PPK menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukung ke

PPSPM, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

Surat 

Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja (SPTB)

Surat Rekomendasi

Kelayakan Proposal

dari Reviewer

Proposal Penelitian



Surat keputusan KPA 

mengenai penetapan 

Pelaksana Penelitian 

Kontrak Penelitian

Kuitansi

Berita Acara 

Pembayaran

Pernyataan

Kesanggupan

Pelaksanaan

Penelitian

Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran tahap pertama, PPK menyampaikan SPP-LS 

beserta dokumen pendukung ke PPSPM, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

Surat 

Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja (SPTB)

Surat Rekomendasi

Kelayakan Proposal

dari Reviewer

Proposal Penelitian



Surat keputusan KPA 

mengenai penetapan 

Pelaksana Penelitian 

Kontrak Penelitian

Kuitansi

Berita Acara 

Pembayaran

Pernyataan

Kesanggupan

Pelaksanaan

Penelitian

Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran tahap kedua dst, PPK menyampaikan SPP-LS 

beserta dokumen pendukung ke PPSPM, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

Surat 

Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja (SPTB)

Surat Rekomendasi

Kelayakan Hasil

Penelitian dari

Reviewer Keluaran

Penelitian



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dan materiil
serta akibat yang timbul dari bukti tagih atas pembayaran

Penelitian



Serah Terima Hasil Penelitian

Pelaksana Penelitian 

menyampaikan laporan 

penelitian kepada KPA
KPA

Perintahkan untuk

melakukan penilaian

laporan penelitian

Reviewer Keluaran Penelitian Bertanggung Jawab :

A. MELAKUKAN PENILAIAN

1. melakukan penilaian atas:

 laporan kemajuan Kontrak Penelitian;

 kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan 

metodologi ilmiah penelitian yang telah disetujui oleh Komite 

Penilaian Proposal Penelitian/Reviewer Proposal Penelitian;

Hasil Penelitian;

2. melakukan penilaian kepatuhan peneliti atas ketentuan peraturan

perundangan yang mengatur mengenai kode etik penelitian; dan

3. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil 

penilaian penelitian kepada KPA.

B. MEMBERIKAN REKOMENDASI

1. Reviewer memberikan rekomendasi kepada KPA, 

meliputi:

 persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai 

dengan Kontrak Penelitian;

 saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran

Penelitian yang telah diberikan terhadap KeluaranPenelitian;

 saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian

 Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita

acara dan disampaikan kepada KPA 

Dalam hal diperlukan biaya

untuk publikasi  

paten atas Hasil

tambahan 

dan/atau 

Penelitian, dapat memberikan

rekomendasi kepada KPA untuk 

memberikan biaya tambahan

1

2

3 BERITA ACARA
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Akuntansi , Pelaporan dan Monev

Akuntansi dan Pelaporan

1. Kegiatan penelitian yg menghasilkan keluaran yg 

tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tak 

berwujud, semua biaya diakui sebagai beban 

dan diungkapkan dalam Calk, serta biaya

penelitian dialokasikan pada akun belanja

barang (52)

2. Kegiatan penelitian menghasilkan keluaran yg 

memenuhi kriteria pengakuan aset tak 

berwujud, semua biaya dikapitalisasi menjadi 

aset tak berwujud dan diungkapkan dlm Calk, 

serta biaya penelitian dialokasikan pada akun 

belanja modal (53)

Monev

1. Pimpinan lembaga selaku 

Pengguna Anggaran melakukan  

monev terhadap pelaksanaan 

anggaran penelitian.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran penelitian dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan anggaran 

belanja K/L.
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0
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Pimpinan Lembaga
menyelenggarakan
pengendalian internal 
terhadap pelaksanaan
anggaran
Penelitian sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan

PENGENDALIAN 
INTERNAL



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB)



PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
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Administrasi & 
Luaran

Penelitian

Kontrak
Penelitian

Pertanggung

jawaban Laporan
Penelitian

Pertanggung
jawaban
Anggaran
Penelitian

Aset

Ketaatan pada 
peraturan
Perundang-
undangan

Beberapa Hal yang Perlu
diperhatikan



TERIMA KASIH


